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ABSTRAE

Pensertifikat tanah merupakan salah =atu upaya untuk
memparaleh kepastian hukum kuasa atas tanah karens
sertifikat tanah vang diterbitkan o¢leh Badan Pertanzhan
tidak saja berfungsi sebagai alat pembuatan yang kuat
tetapi juga dapa dijadikan sebagai jaminan untuk
mendapatkan Xredit Bank.

Dalam proses sertifikat tanah tidak jarang terjadi
masalah berupa sengketa baik mengenai batas sepadan maupun
mongenal siapa sebenarnya yang berhak. Masalah sertifikatei
Lanah 1itu perlu mendapat penyelesaian secora tuntas aqgar
Lidak menimbulkan citra negatl! terhadap aparat pemerintah
khususnya aparat BPH.

Permasalahannya adalalh sejauh mana peran serbta pihak
EPH dalam penyelsaian sengketa sertifikat tanah serta apa-
kah yang menyebakbkan terjadi sengketa sertifikat tersebut.

Henurull hasil penelitian, sengkeba sertifikat tanah
terjadi boik sebelum sertifikat dikeluarkan maupun setelah
coertilikal diterbitkan oleh pihale DPN.

Penyelesaian sengketa vang terjadi sebelum sertifikat
diterbitlkan adalah dilakukan s=secara musyawarah dan
kekeluargaan atau diselesaikan wmelalul lembaga KA.
Sedangkan penyelesalan sengketa yang terjadi setelah
sertifikat diterbitkan dilakukan melalui pengadilan yaitu
Pengadilan ''ata Usaha Negara (PTUN).
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P ENDAHILUAHN

M. Latar Belakang

Tanah dalam arti permukaan bumi sangat penting artinya
buagl kehidupan manusia, lebih-lebih bagi masyvarankat Indone-
sla, dimana lebih dari 0 % penduduknya masih hidup dari
scktor pertanian. ©leh Karena itu perlu adanya kepastian
hukum hak-hak atas tanah bagi pemiliknya.

Untuk menjamin adanya kepastian hukom hak~hak atas
Lanab- maka UUPA mewajiblkan sermua hak-hak atas tanah harus
I..E._i.l..l.n.'ll:_i.1li'|-'..'JI'I sebagalmana yang ditentukan dalam pasal-pa=zal
Prle, cbd, e dliwim ED LA L

Pagial 13 mewn jibkan kepada pemerintah monyelenggarakan
pendaftaran tanah di seluroh wilavah  RI. Sedangkan pasal
L bbbl A merlebaklian kewa jiban kepada  pacs
pamedgantiny. atis Lonah unltuk. mendaltarkan tanahnya agar
mercka mempercleh kepastian hukum atas tanahnya (Sajuti
Thalih, I985].

Dengan dilakukannya pendaftaran tanah maka kepada VAN
Berhalk alkkan diberikan sural banda bukti okt akaa yang
dikenal dengan "Sertifikat tanah® yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat seperti yang disebutkan dalam pasal 19
nyat () € yang borbunyi s

1

"Pondal taran tersetnt dalam ayat 1) pasal {ini

meEliputio
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IASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sertifikat Tanah Pada BPN Kodya Padang

Kalau kita lihat instans]l yang menangani masalah

pertanahan ini sejak berlakunya uUuPA, sudah mengalami

bheberapa kali perubahan. Sampai tahun 1967 Instans

=i

Partanahan pernah menjadil Departemen tersendiri, Kemudian
pada tahun 1967 berubab meniadi Direktorat Jendral Agraria
dan Transmigrasi dan berubah lagi menjadi Direktorat
lendoral Agraria di bBowah Departemen Dalom Hegeri. Akhirnya
dibentulkttabh Badon Pertanohan Hasional (BMH) scbagadi | exmbainega
tersendiri vang menangani bidang pertanahan secara Wasional
cdengan Beppres Ho. 26 Tahun 1988.

Aclapun perbimbysimgin dibonbukosysr BEM Ihe alabh wunbulk
metd e besstani one o bahe peortanahan socorn buankas karana
dangan meningkabnya Kebutoiuwn ponguasasn: dan pongounoan
tonah unbuk Keponlingan pembangunan maka meningkat pula
masalal vang Limbasl o dildidong portanahan.

Menurut Keoppros No. 20 Tahun 1988, BPN merupakan suata
LemBzaga Pemaritohan non Departemen yang berkedudukan dan
bBerbanggung  jawabh langsung kepada Presiden. BPN membantu
prociden dialan mnngaelola dan mengemnbangkan administrasi
perLianithim doengon dipimpin oleh seorong kepala.

BPH yang berada di ibhukobka negara [(Pusat) adalah
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EESIMIULAN DAM SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnnya

maka dapat diambil kesimpulan sebagzi bherikut

L3

Sebab-zebab terjoadinya sengketa sertifikat tanah antara
lain karena sertifikat itu diterbitkan bukan atas nama
orang vyang berhak, ads anggota kaum vyang Ltidak diikut
sertakan. Penerbitan sertifikat terhadap tanah yang
masih dalam sengketa atau adanya sertifikat ganda. Hal
-j.I'IJ.. dapal dilihat dari dalil gugatan  penggugat  yang
diajukan ke FIUN Padang.

Peran serta BPHR dalam penyelesalan sengketa sertifikat
tanah adalah tergantung pada tahap apa sengketa itu
terjadi. Apabila sengketa itu terjadi pada waktu
permohonan masih dalam proses maka pihak BPN akan
mengambiil tindakan menangguhkan pensrbitan sertifikatnva
dan memints kepada pihak vang bersengketa untuk
menyalesaikan masalahnya melalaui lembaga KAN,

Sedangkan kalow sengkela ita berjadi setelah sortifikat
diterbithan oleh pihak UPH maka untuk penyelesaiannya
dilakukan mwmelalui Pengadilan (PTUN) ini misalnya
tuntutan untuk pembatalan surat keputusan penogasan hak

milik atas nama orang vang disebut dalam sertifikat
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tersebut. Dalam hal demikian mana pihak BPN merupakan
pihak yang digugat. Dalam posisi scbagai tergugat
tentunva pihak BPH akan dituntut untuk membukbikan
mpakh keputusanya menerbitkan sertifikat itu sudah

berdasarkan hukum alkaun tidalk,

~ B. Saran—-saran
Dari beberapa kesimpulan tersebut diatas maka
disarankan dalam penelitian Inl, antara lain

1. Untuk mengurangl terjadinva sengketa sertifikat tanah
maka dalam proses sertifikat tanah pihak BPH tidak hanys
berpedoman kepada bukti-buktl farmal dari hberkas
pemohonan tetapi hendaknya pihak BUPH harus juga menyele-
diki kebenaran Material dari bukti-bukti hak dari pemo-
hon g2ebelum mencrbitkan sertifikat halk atas tanah pemo-—
harn .

2. Proses penyelesalan sengketbta sertifikasi tanah vang
dilimpahkan ke lembaga EKAN harus ditentukan kepoada HEAN
sudah menyelesaikan sengleta Lerssbut. Dan kKalau tidak
seles=al dalam waktu yang telah ditentukan sebaiknya

ditentukan bagaimona penyeleszaian vang harus ditempul.
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